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Abstrak
 

Sistem kepenjaraan telah bertransformasi menjadi sistem pemasyarakatan yang menjadikan narapidana

sebagai subjek dalam pemidanaan. Sebagai subjek ia memiliki hak dan kewajiban, salah satu haknya adalah

menerima pengurangan masa hukuman atau remisi, namun hak ini bukanlah hak yang otomatis dapat

diperoleh karena memiliki syarat-syarat tertentu.

 

Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah

Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan telah

menambah syarat remisi bagi narapidana kejahatan luar biasa (extraordinary crimes), yaitu korupsi,

narkotika-prekursor narkotika, psikotropika, terorisme, kejahatan keamanan negara dan kejahatan HAM

berat lainnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

 

Penelitian ini menunjukkan adanya penambahan syarat remisi bagi narapidana tindak pidana luar biasa

tersebut dilakukan guna memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Hal ini mengingat sebelum peraturan

pemerintah a quo ini terbit, pemberian remisi cenderung mencerminkan ketidakadilan, terutama apabila

melihat keistimewaan pemberian remisi kepada narapidana kejahatan luar biasa, dan hal tersebut

menyebabkan pesan penegakan hukum tidak sampai kepada narapidana dan masyarakat.

<hr>

The punishment system has been transformed into a correctional system that makes inmates as subject in a

criminal prosecution. As the subject, they have rights and obligations. One of the rights is to receive a

sentence reduction or a remission, but this is not a right which is automatically obtained because it needs

certain requirements.

 

The Government Regulation No. 99 of 2012 concerning the Second Amendment to Government Regulation

No. 32 of 1999 on the Terms and Procedures for Citizens Rights Patronage of Corrections has added some

requirements for inmates of extraordinary crime in order to get remission, those are consists of inmate who

are accused of corruption, narcotics-precursors of narcotics, psychotropic substances, terrorism, state

security crimes and other serious human rights violations. This study uses a qualitative method.

 

This research shows that the additional of remission requirement for inmates of extraordinary crime were

supposed to give a sense of justice to the people. In this regard, before this government regulation is

published, the remissions tend to reflect unfairness, especially when granted to the prisoners of

extraordinary crime, so that makes the society and inmates did not truly get the message of law enforcement.
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